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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Kajian Pemetaan Risiko Korupsi 

Pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Ketenagakerjaan dapat diselesaikan. Kajian ini 

dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas berbagai permasalahan pengelolaan jaminan sosial 

ketenagakerjaan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) 

terutama terkait program Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).   

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui risiko korupsi dalam pengelolaan jaminan sosial di 

BPJS TK terutama terkait program JKM dan JKK  sebagai upaya memitigasi risiko korupsi dan 

menciptakan tata Kelola pengelolaan jaminan sosial yang  lebih transparan dan akuntabel. 

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan saran bermanfaat bagi pembuat dan pengambil 

kebijakan untuk menutup celah korupsi dalam pengelolaan jaminan sosial di BPJS TK.  

Kami menyampaikan terima kasih kepada para pihak-pihak, narasumber yang telah 

membantu dalam proses penyusunan kajian, di antaranya ialah Kementerian 

Ketenagakerjaan, BPJS TK baik kantor pusat maupun kantor wilayah, dan para narasumber.    

Akhir kata, kami mengharapkan saran serta masukan demi kualitas kajian yang lebih baik. 

Semoga kajian ini bermanfaat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari 

korupsi 

 

Salam Antikorupsi, 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Program jaminan sosial ketenagakerjaan sangat penting sebagai jaring pengaman sosial bagi 

tenaga kerja Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Soesilo Bambang Yudhoyono Bersama 

Dewan Perwakilan Rakyat menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang salah satunya mendorong pembentukan 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) sebagai satu–satunya entitas yang diberikan mandat untuk 

mengelola jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Penyelenggaraan kegiatan jaminan sosial ketenagakerjaan selalu mendapatkan dukungan  

pada setiap era pemerintahan. Bahkan, Pemerintahan Prabowo Soebianto memasukan 

cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai salah satu indikator 

keberhasilan dalam mencapai sasaran pengurangan kemiskinan dan peningkatan 

pemerataan. Pemerintah menetapkan target cakupan kepesertaan sebesar 32,15% di tahun 

2025 dan 43,92% di tahun 2029 dengan menggunakan dasar acuan (baseline) semester 1 

tahun 2024. 

Dalam melaksanakan pengelolaan jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS TK memiliki lima 

program jaminan sosial, yakni: Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 

Per tanggal 31 Desember 2024, dana kelolaan yang dihimpun BPJS TK terkait jaminan sosial 

ketenagakerjaan adalah sebesar Rp791,6 triliun dengan cakupan  kepesertaan lebih dari 45 

juta dari 53 juta tenaga kerja.  Dari kelima program jaminan sosial tersebut, program JKM dan 

JKK merupakan program yang berisiko tinggi terjadinya fraud berdasarkan laporan fraud di 

berbagai wilayah. Bahkan, program JKM diprediksi defisit di tahun 2026 jika tidak dilakukan 

pembenahan. Oleh karena itu, Direktorat Monitoring melaksanakan Kajian Pemetaan Risiko 

Korupsi Pengelolaan Jaminan Sosial BPJS TK dengan memfokuskan kepada program JKM 

dan JKK. 

Praktik fraud di BPJS TK terjadi dalam setiap lini dalam proses bisnis pengelolaan jaminan 

sosial ketenagakerjaan, yakni:  pendaftaran Pemberi Kerja (PK)/Badan Usaha (BU), 

pendaftaran tenaga kerja, klaim dan perubahan data. Praktik tersebut terjadi 

karenakelemahan regulasi yang kurang berorientasi terhadap risiko sehingga dimanfaatkan 

oleh oknum internal dan eksternal untuk melakukan fraud. Selain itu, ditemukan 

ketidakpatuhan personil BPJSTK terhadap regulasi dan praktik tata kelola yang baik yang 

terkadang bekerja dengan pihak eksternal.  

Risiko fraud dalam pengelolaan Jaminan Sosial diakibatkan umumnya terkait dengan dua 
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stake holder, yakni BPJS TK dan Kementerian Ketenagakerjaan sehingga rekomendasi akan 

disampaikan secara terpisah kepada dua entitas tersebut. 

Rekomendasi untuk Dirut BPJS TK secara garis besar dikelompokan dalam empat kelompok. 

Pertama, melakukan penyempurnaan kebijakan/regulasi terkait Know Your Customer (KYC) 

berdasarkan risiko dalam proses pendaftaran PK/BU dan tenaga kerja dan dalam proses klaim 

jaminan sosial. Kedua, melakukan penyempurnaan desain kepesertaan Jakon dengan 

memasukan pengaturan durasi waktu dan terminasi kontrak dalam penentuan iuran 

kepesertaan Jakon. Ketiga, meningkatkan kualitas database BPJS TK sehingga valid 

digunakan dalam proses KYC dalam kegiatan pendaftaran dan klaim jaminan sosial. 

Keempat, meningkatkan fungsi pengawasan BPJS TK dalam deteksi dan penanganan fraud. 

Sementara itu, rekomendasi kepada Kementerian Ketenagarkerjaan secara umum diarahkan 

pada empat aspek utama, yaitu penyempurnaan pengaturan kepesertaan PU dan BPU, 

penguatan kewenangan pemeriksaan dan pengawasan kepesertaan, penyempurnaan 

kebijakan penentuan iuran pada sektor jasa konstruksi, serta penyempurnaan kebijakan 

sanksi terhadap ketidakpatuhan perusahaan khususnya Perusahaan Daftar Sebagian (PDS), 

guna meningkatkan kepastian hukum, efektivitas pengawasan, serta mitigasi risiko fraud 

dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.  
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EXECUTIVE SUMMARY  

 

The employment social security program is of critical importance as a social safety net for 

Indonesian workers. Accordingly, the administration of Soesilo Bambang Yudhoyono, together 

with the House of Representatives, enacted Law No. 40 of 2004 concerning the National Social 

Security System (SJSN) and Law No. 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing 

Agency (BPJS), measures that among other things facilitated the establishment of BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJS TK) as the sole entity mandated to manage employment social 

security. 

The implementation of employment social security has consistently received support across 

successive administrations. Indeed, the administration of Prabowo Soebianto incorporated the 

coverage of employment social security as one of the indicators of success in achieving 

poverty reduction and greater equity. The government has set participation coverage targets 

of 32.15% for 2025 and 43.92% for 2029, using the baseline from the first semester of 2024. 

In managing employment social security, BPJS TK administers five social security programs: 

Old-Age Security (Jaminan Hari Tua, JHT), Pension Security (Jaminan Pensiun, JP), Work 

Accident Insurance (Jaminan Kecelakaan Kerja, JKK), Death Benefit (Jaminan Kematian, 

JKM), and Job Loss Insurance (Jaminan Kehilangan Pekerjaan, JKP). As of 31 December 

2024, BPJS TK’s funds under management related to employment social security amounted 

to IDR 791.6 trillion, covering more than 45 million out of 53 million workers. Among these five 

programs, the JKM and JKK programs have been identified as high-fraud-risk based on fraud 

reports from various regions. Furthermore, the JKM program is projected to experience a 

deficit in 2026 if corrective measures are not implemented. Consequently, the Monitoring 

Directorate conducted a Corruption Risk Mapping Study on BPJS TK’s management of social 

security, with a specific focus on the JKM and JKK programs. 

Fraudulent practices at BPJS TK occur across all lines of the employment social security 

business process, namely: employer/business entity (Pemberi Kerja/Badan Usaha) 

registration, worker registration, claims, and data modification. These practices have arisen 

due to regulatory weaknesses that are insufficiently risk-oriented, which have been exploited 

by both internal and external actors. In addition, instances of noncompliance by BPJS TK 

personnel with regulations and good governance practices have been found, sometimes 

involving collusion with external parties. 

Fraud risks within the administration of the Employment Social Security program are 

predominantly associated with two principal stakeholders: the Employment Social Security 
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Administering Body (BPJS Ketenagakerjaan) and the Ministry of Manpower. Consequently, 

targeted recommendations are delineated separately for each respective entity. 

The recommendations addressed to the President Director of BPJS Ketenagakerjaan are 

broadly categorized into four primary domains. First, it is imperative to refine risk-based Know 

Your Customer (KYC) policies and regulations pertaining to the registration process for 

employers or business entities (PK/BU) and workers, as well as during the social security 

claims process. Second, the membership framework for the construction service sector 

(Jakon) must be optimized by incorporating explicit parameters regarding project duration and 

contract termination into the calculation of membership premiums. Third, enhancing the overall 

quality and integrity of the BPJS Ketenagakerjaan database is essential to ensure its validity 

and reliability for KYC procedures during registration and claim activities. Fourth, the 

institutional supervisory mechanisms within BPJS Ketenagakerjaan must be significantly 

strengthened, specifically concerning the detection and mitigation of fraud. 

Concurrently, recommendations to the Ministry of Manpower are primarily oriented around four 

core areas: refining the membership frameworks for Wage Earners (PU) and Non-Wage 

Earners (BPU), reinforcing statutory authority for membership audits and oversight, 

recalibrating the contribution-determination policies in the construction services sector, and 

strengthening sanction mechanisms against corporate non-compliance—with a specific 

emphasis on Partially Enrolled Companies (PDS). Ultimately, these interventions aim to 

elevate legal certainty, ensure effective supervision, and mitigate fraud risks within the 

implementation of the employment social security system. 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pasal 28H ayat (3) jo. Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat menyatakan bahwa setiap orang berhak 

atas jaminan sosial, dan negara bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem 

jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Amanat konstitusional tersebut diwujudkan melalui 

kebijakan penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional yang inklusif dan 

berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. 

Jaminan sosial mulanya dioperasikan oleh sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

diantaranya PT Jamsostek (Persero), PT Askes (Persero), PT Asabri (Persero), dan PT 

Taspen (Persero). Namun dalam perjalanannya, pengelolaan jaminan sosial mengalami 

berbagai kendala, seperti tidak meratanya manfaat yang diterima  dan belum 

tercakupnya pekerja informal dan kelompok rentan. Untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang kemudian diikuti dengan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS). Kebijakan ini merevolusi PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan (BPJS 

TK) dan PT Askes menjadi BPJS Kesehatan. Dari kedua entitas tersebut, yang cakupan 

kepesertaannya sangat minim adalah di BPJS TK, yakni 29,77% pada Semester I tahun 

20241. 

Minimnya cakupan kepesertaan tersebut menjadi perhatian Pemerintahan Prabowo 

Soebianto sehingga menjadi salah satu sasaran utama pada Prioritas 6 dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan menetapkan cakupan 

kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai salah satu indikator keberhasilan 

dalam mencapai sasaran pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan. 

Pemerintah menetapkan target cakupan kepesertaan sebesar 32,15% di tahun 2025 

dan 43,92% di tahun 2029 dengan menggunakan dasar acuan (baseline) Semester 1 

tahun 20242. 

Selain itu, perlindungan ketenagakerjaan melalui pengelolaan jaminan sosial 

ketenagakerjaan yang baik mendukung pencapaian Asta Cita/Program Nasional yang 

                                                        
1 Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, Lampiran I.  
2 Ibid. 
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lain, yakni: perlindungan manfaat jaminan sosial bagi tenaga kerja formal maupun 

informal guna menciptakan SDM yang sehat, terlindungi dan produktif mendukung 

Prioritas Nasional 3 dan 4.  

Dalam melaksanakan pengelolaan jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS TK memiliki 

lima program jaminan sosial, yakni : Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), 

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan (JKP). Per tanggal 31 Desember 2024, dana kelolaan yang dihimpun BPJS 

TK terkait jaminan sosial ketenagakerjaan adalah sebesar Rp.791,6 triliun dengan 

cakupan  kepesertaan lebih dari 45 juta dari 53 juta tenaga kerja 3.  

Besarnya dana yang terhimpun dan  cakupan kepesertaan yang sangat besar 

menempatkan pengelolaan jaminan sosial BPJS TK dalam posisi yang sangat krusial, 

tidak hanya dalam konteks perlindungan pekerja, tetapi juga dalam menjaga stabilitas 

fiskal dan kepercayaan publik. Salah satu hal yang krusial dalam pengelolaan jaminan 

sosial ketenagakerjaan adalah risiko operasional dan fraud termasuk korupsi. 

Sejumlah temuan menunjukkan adanya sejumlah risiko dalam pengelolaan jaminan 

sosial di BPJS TK. Investigasi Ombudsman pada tahun 2022 mengungkapkan adanya 

maladministrasi dalam layanan kepesertaan, pengawasan kepatuhan perusahaan, serta 

proses pencairan klaim. Selain itu, data tahun 2023 menunjukkan bahwa rasio 

pembayaran klaim terhadap iuran pada program JKM mencapai 90,27%, dan 

diproyeksikan terus meningkat hingga melampaui 120% pada tahun 2029 jika tidak 

dilakukan perbaikan tata kelola4. Risiko defisit pada program JKM akan menggerus 

kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan sosial.  

Kondisi tersebut diperparah dengan ditemukannya praktik klaim fiktif dan maraknya 

percaloan pada kurun waktu 2021–2022 di beberapa kantor cabang BPJS TK, terutama 

pada program JKK dan JKM. Kasus-kasus tersebut mengindikasikan lemahnya 

pengawasan internal serta validasi data kepesertaan, yang membuka celah bagi 

tindakan manipulatif. 

Sebagai institusi yang mengelola dana publik dalam jumlah besar, BPJS TK semestinya 

menerapkan sistem three lines of defence secara efektif, yaitu pengendalian oleh unit 

operasional, pengawasan oleh fungsi kepatuhan dan pengendalian internal, serta audit 

independen oleh auditor internal dan eksternal. Namun, indikasi lemahnya implementasi 

                                                        
3 Laporan BPJS TK Audited, 2024   
4 Buku II Nota Keuangan RAPBN TA 2025 dan surat BPJS TK ke Presiden No B/4233/032024 
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sistem tersebut menandakan perlunya evaluasi dan pemetaan ulang terhadap risiko 

korupsi dalam proses pengelolaan klaim jaminan sosial di BPJS TK. 

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka Direktorat Monitoring KPK melakukan 

kajian pemetaan risiko korupsi dalam pengelolaan klaim jaminan sosial di BPJS TK, 

dengan dua hipotesis utama: Terdapat risiko korupsi dalam pengelolaan klaim program 

jaminan sosial di BPJS TK terutama pada program JKM dan JKK dan Sistem three lines 

of defence di BPJS TK belum berjalan secara efektif dalam mengendalikan risiko 

tersebut. 

1.2 Dasar Hukum 

Pelaksanaan kegiatan Kajian Kajian Pemetaan Risiko Korupsi Tata Kelola Badan 

Penyelenggara Jaminan Ketenagakerjaan (BPJS TK) : Pengelolaan Jaminan Sosial 

Kematian dan Ketenagakerjaan dilakukan Direktorat Monitoring KPK dilakukan dengan 

dasar hukum 

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

 Pasal 6 huruf b, c dan e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dalam pasal 

tersebut dinyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas 

koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak 

pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan 

pemberantasan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan negara. 

 Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dalam pasal tersebut 

dinyatakan dalam ‘melaksanakan tugas monitor’ sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: 

(a) Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua 

lembaga negara dan pemerintah. 

(b) Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk 

melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem 

pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi. 

(c) Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran 
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Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak 

diindahkan. 

1.3 Tujuan 

Kajian ini bertujuan untuk: 

1. Memetakan titik rawan korupsi dalam proses pengelolaan klaim jaminan sosial di 

BPJS Ketenagakerjaan, khususnya pada program JKM dan JKK. 

2. Memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan untuk memperkuat tata 

kelola dan mitigasi risiko korupsi dalam pengelolaan program JKM dan JKK, tanpa 

menambah beban keuangan negara. 

1.4 Ruang Lingkup 

Kegiatan Kajian dalam BPJS JKM dan JKK dengan lingkup kegiatan berupa:  

1. Regulasi terkait pengelolaanan Jaminan Sosial BPJS TK, terutama untuk program 

JKM dan JKK  

2. Pelaksanaan pengelolaan klaim Jaminan Sosial BPJS TK, terutama untuk program 

JKM dan JKK  

1.5 Metode Kajian 

1. Kajian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis yang digunakan 

2. Focus Group Discussion/in depth interview, melakukan diskusi dengan berbagai 

pihak yang berkepentingan seperti BPJS TK (Dewan Pengawasan, Direksi dan 

Pejabat Struktural hingga pelaksana Teknis), Kementerian Tenaga Kerja. 

3. Observasi/Study lapangan, pengechekan lapangaan dengan melakukan 

pengamatan terhadap objek perusahaan serta interview terhadap PIC perusahaan, 

Peserta Penerima Upah (PU) dan Bukan Penerima Upah (BPU), Wadah, perisai dan 

pihak lain yang terlibat dalam BPJS Ketenagakerjaan  

4. Root-Cause Analysis (RCA) 

5. Narrative Review (Studi Literatur), menelaah literatur-literatur baik itu tentang tata 

kelola, fraud dalam pengelolaan klaim serta praktik terbaik yang diterapkan di negara 

lain terkait jaminan sosial. 

1.6 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 

No Tanggal Keterangan 

1 12 Mar 2025 Diskusi dengan unit internal terkait permasalahan BPJS  

2 22 Apr 2025 Kick Of Meeting Monitoring dengan BPJS Ketenagakerjaan  

3 05 Mei 2025 Diskusi dengan Kementerian Ketenagakerjaan  

4 09 Mei 2025 Diskusi dengan SPI BPJS Ketenagakerjaan   
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No Tanggal Keterangan 

5 14 Mei 2025 

Diskusi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait  

 Company Profile dan Kinerja BPJS Thn Tahun 2019-2024  

 Proses Bisnis Kepesertaan  

6 15 Mei 2025 

Diskusi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait  

 Pemuktahiran Data BPJS  

 Tata kelola klaim  

7 16 Mei 2025 
Diskusi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait mekanisme 

pengawasan dan penerapan sanksi pihak internal dan external  

8 03 Juni 2025 
Diskusi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait Audit Investigasi 

Jatim dan PPS Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan  

9 10 Juni 2025 

Diskusi dengan SPI BPJS Ketenagakerjaan terkai Audit 

Investigasi Dugaan Klaim JKK Fiktif pada jajaran Kanwil DKI 

Jakarta 

10 18 Juni 2025 Diskusi dengan ketua Dewas BPJS Naker  

11 07 Juli 2025 
Diskusi dengan Tim SPI BPJS Ketenagakerjaan terkait 

permintaan data  

12 10 Juli 2025 Diskusi dengan Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan  

13 16 Juli 2025 Membaca dokumen Laporan Hasil Audit Investigasi 

14 31 Juli 2025 Diskusi dengan SPI BPJS Naker terkait data klaim cabang  

15 
05-07 Ags 

2025 
Kunjungan lapangan ke BPJS Ketenagakerjaan Cab Salemba  

16 
11-13 Ags 

2025 
Kunjungan lapangan ke BPJS Ketenagakerjaan Cab Karawang 

17 
14-15 Ags 

2025 
Kunjungan lapangan ke BPJS Ketenagakerjaan Cab Bekasi Kota  

18 
19-22 Ags 

2025 

Kunjungan lapangan ke BPJS Ketenagakerjaan Cab Denpasar 

dan Gianyar  

20 
19-22 Ags 

2025 

Kunjungan lapangan ke BPJS Ketenagakerjaan Cab Tangerang 

Selatan dan Kabupaten Tangerang  

21 4 Sep 2025 Meeting dengan Divisi Kepesertaan dan MTI  

22 15 Sep 2025 
Diskusi dengan Deputi Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan 

(WRK) dan SPI BPJS Ketenagakerjaan  

23 
16-30 Sep 

2025 
Penyusunan Laporan 
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BAB II  

GAMBARAN UMUM 

 

2.1 Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan  

Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan diwujudkan dalam Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Kedua undang-undang ini diperkuat oleh 

berbagai peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, serta 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur teknis kepesertaan, pembayaran 

iuran, hingga mekanisme klaim.  

BPJS TK adalah entitas yang diberikan mandat untuk melaksanakan pengelolaan 

jaminan sosial ketenagakerjaan. Berbeda dengan asuransi komersial, BPJS TK 

berprinsip nirlaba dan bertujuan melindungi tenaga kerja melalui skema gotong royong 

yang didanai dari iuran peserta dan pemberi kerja. 

Pengelolaan jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS TK diperuntukkan untuk tenaga 

kerja. Kepesertaan tenaga kerja BPJS TK dikelompokkan menjadi empat berdasarkan 

sumber penghasilannya, yakni : Penerima Upah (PU)5, Bukan Penerima Upah (BPU)6, 

Jasa Konstruksi (Jakon)7 dan Pekerja Migran Indonesia (PMI)8. 

Pengelolaan jaminan sosial ketenagakerjaan di BPJS TK dilaksanakan melalui lima 

program, yakni: Jaminan Kematian (JKM)9, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)10, Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP)11 dan Jaminan Hari Tua (JHT)12 dan Jaminan Pensiun 

                                                        
5 PU adalah Peserta Penerima Upah, yaitu setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Upah 
atau imbalan dalam bentuk lain (Permenaker no 1 Tahun 2025 pasal 1 ayat 14)  
6 BPU adalah Peserta Bukan Penerima Upah, yaitu orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara 
mandiri untuk memperoleh penghasilan (Permenaker no 1 Tahun 2025 pasal 1 ayat 15)  
7 Jakon adalah Jasa konstruksi, yaitu layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa 
pelaksanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi, dan jasa konstruksi 
terkait lainnya 
8 PMI adalah Pekerja Migran Indonesia, yaitu setiap warga negara Indonesia yang akan sedang atau telah 
melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (Buku saku PMI BPJS 
Ketenagakerjaan)  
9 JKM adalah Jaminan Kematian, yaitu manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta 
meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja (Permenaker no 1 Tahun 2025 pasal 1 ayat 2)  
10 JKK adalah Jaminan Kecelakaan Kerja, yaitu manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang 
diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja 
(Permenaker no 1 Tahun 2025 pasal 1 ayat 1) 
11 JKP adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan  
12 JHT adalah Jaminan Hari Tua, yaitu manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki 
usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami Cacat Total Tetap. 
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(JP)13. Sebagaimana dijelaskan pada Bab 1, kajian memfokuskan terhadap program 

JKM dan JKK. 

2.2 Penentuan Iuran BPJS TK 

Penentuan iuran kepesertaan BPJS untuk program JKK dan JKM berbeda – beda untuk 

setiap kepesertaan. Untuk program JKM, peserta PU dikenakan iuran sebesar 0,3% dari 

upah sebulan, peserta BPU dikenakan iuran Rp.6.80014,  peserta Jakon berdasarkan 

nilai kontrak dan pekerja PMI berdasarkan status/posisi saat itu. Namun, manfaat JKM 

yang diterima adalah sama. Untuk program JKK, iuran peserta PU berdasarkan upah 

sebulan dengan memperhitungkan risiko perusahaan sedangkan iuran peserta BPU 

berdasarkan penghasilan/omset, peserta Jakon berdasarkan nilai kontrak dan pekerja 

PMI berdasarkan status/posisi saat itu. Berbeda dengan program JKM, nilai manfaat 

yang diterima akan berbeda (lihat Tabel 2.1). 

Tabel 2. 1 Tabel Iuran dan Manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan 

Jenis  
Program 

Segmen 
Peserta 

Iuran Manfaat 

JKM 

Penerima Upah 
(PU) 

0,3% dari Upah sebulan 
Santunan Kematian Rp42 jt, iuran 3> bulan 

Bukan Penerima 
Upah (BPU) 

Rp6.800 (iuran khusus) 
Santunan berkala Rp12 jt, iuran >bulan 

Jasa Konstruksi 
(Jakon) 

Nilai Kontrak < Rp100 jt, iuran 0,03 x nilai kontrak Biaya Pemakaman Rp10 jt 

Nilai Kontrak 100-500 jt, iuran 0,02 x  nilai kontrak 
Beasiswa mak 2 org anak, masa iur > 3 thn , 
Maks 23 thn/bekerja/menikah 

Nilai Kontrak 500-1 M, iuran 0,02 x  nilai kontrak * TK, 1,5 Jt/thn/anak max 2 thn  

Nilai Kontrak 1-5 M, iuran 0,01 x  nilai kontrak * SD/Sederajat 1,5 jt/thn/anak mak 6 thn  

Nilai Kontrak > 5 M, iuran 0,01 % * SMP/Sederajat,2 jt/thn/anak mak 3 tth 

Pekerja Migran 
Indonesia (PMI) 

Sebelum penempatan (per 5 bln) Rp12.000 
* SMA/Sederajat,3 jt/thn/anak, mak 3 thn  

  Selama Bekerja Rp130.500 * S1/Pelatihan, 12 jt/thn/anak, mak 5 thn  

  Setelah Penempatan Rp5.500   

JKK 

Penerima Upah 
(PU) 

Tingkat risiko sangat rendah : 0,24 % dari upah 
sebulan Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis 

Tingkat risiko rendah: 0,54 % dari  upah sebulan Homecare Mak 20 jt/thn 

Tingkat risiko sedang : 0,89 % dari upah sebulan Penggantian biaya transport 

Tingkat  risiko  tinggi 1,27%  dari upah sebulan 
Santunan sementara tidak mampu bekerja 
(STMB)  

Tingkat risiko sangat tinggi 1,74 % dari upah 
sebulan * 6 bln pertama, 100 % dari upah  

BPU 

Penghasilan s.d 1.099.000, iuran 10.000 * 6 bln kedua,100 % dari upah  

Penghasilan 1.100.000-1.299.000, iuran 12.000 * 6 bln ketiga dst, 50 % dari upah  

Penghasilan 1.299.000-1.499.000, iuran 14.000 Santunan Cacat, meliputi: 

Penghasilan 1.500.000-1.700.000, iuran 16.000 dst 
- Cacat sebagian anatomis sebesar % sesuai 
tabel cacat x 80 x upah sebulan 

                                                        
13 JP adalah Jaminan Pensiun  
14 PP Nonor 44 tahun 2015 pasal 20 ayat 3 
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Jenis  
Program 

Segmen 
Peserta 

Iuran Manfaat 

Jasa Konstruksi 
(Jakon) 

Nilai Kontrak s.d Rp100 jt, iuran 0,21% nilai kontrak 
- Cacat sebagian fungsi sebesar % 
berkurangnya fungsi x % sesuai tabel cacat x 80 
x upah sebulan 

Nilai Kontrak 100-500 jt, iuran 0,17% nilai kontrak 
- Cacat total tetap sebesar 70% x 80 x upah 
sebulan 

Nilai Kontrak 1-5 M, iuran 0,11% nilai kontrak Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 

Nilai Kontrak > 5 M, iuran 0,09%   

Pekerja Migran 
Indonesia (PMI) 

Sebelum penempatan (per 5 bln) Rp25.500   

  Selama Bekerja Rp202.000   

 Setelah Penempatan Rp8000   

 

 

2.3 Proses Bisnis Pengelolaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJS TK  

Proses bisnis pengelolaan Jaminan Sosial BPJS TK mulai dari pendaftaran, pengajuan 

klaim sampai pembayaran klaim untuk keempat program jaminan sosial 

ketenagakerjaan umumnya adalah sama dengan sejumlah variasinya. Untuk 

pendaftaran peserta PU, jika peserta PU bekerja di entitas Pemberi Kerja15/Badan 

Usaha16 (PK/BU), maka harus didaftarkan entitas PK/BUnya. Namun, jika PK/BU sudah 

terdaftar, maka penanggung jawab PKBU langsung mendaftarkan tenaga kerjanya 

(peserta PU) ke BPJS TK secara offline atau online sebagaimana yang dilakukan 

peserta BPU, Jakon dan PMI (lihat Gambar 2.1). 

Dalam proses pendaftaran PK/BU sebagai peserta BPJS TK baik dilakukan secara 

offline atau online, PK/BU menyampaikan dokumen terkait Perusahaan, yakni: legalitas 

pendirian, jumlah tenaga kerja dan kegiatan usaha. Pada pendaftaran offline, Customer 

Service hanya melakukan verifikasi atas berkas yang disampaikan sedangkan pada 

pendaftaran online tidak dilakukan verifikasi. Kondisi yang sama juga berlaku dalam 

pendaftaran tenaga kerja. Kemudian, pada proses klaim, dilakukan verikasi dokumen, 

wawancara dan/atau konfirmasi untuk memastikan klaim layak dibayarkan (lihat 

Gambar 2.1). 

                                                        
15 Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang 
mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar 
gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya (Permenaker no 1 tahun 2025 pasal 1 ayat 11) 
16 Badan Usaha adalah sebuah kesatuan hukum, ekonomi, dan organisasi yang dibentuk untuk menjalankan 
kegiatan usaha secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh laba atau memberikan pelayanan kepada 
masyarakat, serta menggunakan modal dan tenaga kerja sebagai faktor produksinya 
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2.4 Kinerja BPJS TK  

Kinerja BPJS TK Periode 2019-2024 terhadap lima indikator kinerja (lihat Tabel 2.2) 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan tenaga kerja aktif dari 34,1 juta di  2019 

menjadi 45,2 juta di tahun 2024. Peningkatan kepesertaan tersebut berkontribusi 

terhadap penerimaan iuran dari Rp73,4 triliun di tahun 2019 menjadi Rp.104,9 triliun di 

2024. Di sisi lain, pembayaran jaminan melonjak signifikan dari Rp.29,7 triliun di tahun 

2019 menjadi Rp.57,1 triliun di tahun 2024. Kenaikan hampir dua kali lipat tersebut 

menunjukkan beban pembayaran manfaat yang semakin besar yang apabila tidak 

dikelola dengan tata kelola yang ketat berpotensi memunculkan risiko defisit di mana 

mendatang. Di sisi lain, dana investasi BPJS TK juga mengalami pertumbuhan pesat, 

dari Rp.431,9 triliun di tahun 2019 menjadi Rp791,6 triliun di tahun 2024. Secara 

keseluruhan, data tersebut menegaskan peran strategis BPJS TK dalam perlindungan 

sosial sekaligus menyoroti pentingnya penguatan tata kelola agar keberlanjutan 

program tetap terjaga, terutama terkait rasio pembayaran klaim terhadap penerimaan 

iuran .17 

 

 

                                                        
17 BPJS, 2025  

Gambar 2. 1 Proses Bisnis Pendaftaran Kepesertaan dan Klaim Manfaat  
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Tabel 2. 2 Capaian Kinerja BPJS TK tahun 2019-2024 

No Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Tenaga Kerja Aktif     34.166.257      29.980.082      30.660.901      35.864.017      41.560.938      45.224.676  

2 
Penerimaan Iuran  
(Dalam Rupiah)  

    73.427.496      73.263.767      80.147.112      88.312.845      97.144.014    104.922.239  

3 
Pembayaran jaminan 
(Dalam Rupiah)  

    29.716.412      36.445.474      42.778.360      49.038.383      53.513.116      57.172.222  

4 
Dana Investasi (Dalam 
Jutaan Rupiah)  

  431.987.052    487.058.868    554.213.981    627.694.599    712.300.727    791.659.872  

5 
Hasil Investasi  
(Dalam Jutaan Rupiah)  

    29.152.876      32.330.620      35.335.455      40.231.428      47.199.730      51.215.952  

 
Sumber: Laporan Keuangan BPJS TK 2020-2024 

Selain pencapaian kinerja dalam lima indikator tersebut, gambaran perkembangan BPJS 

TK juga dapat terlihat dari besaran aset bersih yang dimiliki periode 2020-2024 (lihat 

Tabel 2.3) . Dalam kurun waktu tersebut, keempat aset bersih program jaminan sosial 

ketenagakerjaan meningkat signifikan, yakni: program JP sebesar 138,71%, program JKP 

sebesar 124,27%, program JKK sebesar 66,83 % dan program JHT sebesar 43,55%. Di 

sisi lain, aset bersih program JKM mengalami penurunan sebanyak 21,41% sehingga 

ketahanan dana untuk melakukan pembayaran klaim menjadi pertanyaan.(lihat tabel 

2.3)18 

Tabel 2. 3 Aset Bersih BPJS Periode 2020-2024 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sumber:Laporan Keuangan BPJS TK 2020-2024 

 

Untuk melihat ketahanan dana program jaminan sosial ketenagakerjaan, salah satu 

indikator yang dapat digunakan adalah rasio pembayaran klaim terhadap iuran 

(selanjutnya disebut rasio klaim).  Berdasarkan data BPJS TK, peningkatan rasio klaim 

yang signifikan terjadi pada program JKM sehingga dana kelolaan BPJS TK untuk 

program JKM diprediksi defisit di tahun 2026 (lihat Grafik 2.1) sedangkan ketiga program 

lainnya masih terkendali. 

 

 

                                                        
18 Laporan keuangan BPJS 2020-2024 
 

Program 
Aset Neto dalam Triliun 

2020 2021 2022 2023 2024 Total 

JHT 346,75 379,05 418 460,5 497,7 2.102,00  

JP 80,6 103,39 130,98 161,74 192,4  669,11  

JKK 38,5 44,16 50,57 57,48 64,23  254,94  

JKP - 7,96 10,41 13,18 16,52  48,07  

JKM 12,19 10,81 10,78 10,12 9,58  53,48  

Total 478,04 545,37 620,74 703,02 780,43 3127,6 
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Grafik 2. 1 Proyeksi Rasio Klaim JKM 

 
Sumber: BPJS Ketenagakerjaan dan disajikan dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN TA 2025 

 

Jika melihat penyumbang terbesar rasio klaim program JKM Periode 2024-2029 adalah 

peserta BPU dengan rasio klaim sebesar 188% dan diikuti peserta PU 80% sedangkan 

untuk program JKK adalah peserta PU sebesar 40% dan peserta BPU sebesar 30% (lihat 

Tabel 2.4).  

 

Tabel 2. 4  Rasio Klaim Per Program & Segmen Kepesertaan Periode 2020-2024 

 

Sumber: olah data BPJS,2025 

Dari sebelas Kantor Wilayah (Kanwil) BPJS TK, hanya satu yang rasio klaimnya relative aman 

untuk program JKM, yakni Kanwil DKI Jakarta. Bahkan terdapat lima Kanwil yang pengelolaan 

dana program JKMnya defisit (lihat Tabel 2.5). Di sisi lain, ketahanan pengelolaan dana JKK 

untuk sebelas Kanwil relative aman, tetapi tetap perlu mendapat perhatian terutama untuk 

untuk empat Kanwil yang rasio klaim JKKnya telah mencapai 50% lebih (lihat Tabel 2.5) 

68,30% 68,30% 70,80%
73,40%

76,00%

79,20%

39,5% 38,1%

44,9% 45,8% 45,9% 45,0%

91,4%
94,2%

113,2%

118,5%
122,2%

124,6%

17,90% 21,90% 21,30% 20,80% 20,50% 20,30%

7,90% 9,20% 9,90% 7,80% 8,10% 10,40%

0%

20%
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60%
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120%

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Proyeksi Rasio Klaim BPJSTK

Jaminan Hari Tua (JHT) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan Kematian (JKM) Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Jaminan Pensiun (JP)

Program JKM  Program JKK 

Segmen Iuran Klaim %   Segmen Iuran Klaim % 

BPU 1.353 2.538 188%   BPU 2.205 652 30% 

JAKON 205 22 11%   JAKON 1.794 301 17% 

PU 15 12 80%   PU 32.331 12.871 40% 

TKI 190 36 19%   TKI 227 32 14% 
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Tabel 2. 5 Rasio Klaim JKM dan JKK Berdasarkan Kantor Wilayah Tahun 2019-2024 

Tabel JKM  Tabel JKK 

No Kanwil 
Total 

Iuran (M) 

Total 

Klaim  (M) 
%   No Kanwil 

Total 

Iuran 

(M) 

Total 

Klaim  

(M) 

% 

1 Sumbagut 703 1.215 173%  1 Suambarriau 2.092 1.363 65% 

2 Sulawesi Maluku 798 1.238 155%  2 Jatim 3.265 1.972 60% 

3 Banuspa 711 966 136%  3 Sumbagut 1.285 689 54% 

4 Jateng Dan DIY 1.154 1.506 130%  4 Banten 2.623 1.298 50% 

5 Jatim  1.590 1.955 123%  5 Jateng dan DIY 2.061 939 46% 

6 Sumbangsel 639 633 99%  6 Sumbangsel 1.397 544 39% 

7 Kalimantan  1.091 1.066 98%  7 Jawa Barat  5.361 2.066 39% 

8 Suambarriau  812 750 92%  8 Kalimantan 3.194 972 30% 

9 Jawa Barat  2.276 2.045 90%  9 Banuspa 1.401 419 30% 

10 Banten 1.213 997 82%  10 DKI Jakarta 11.943 3.188 27% 

11 DKI Jakarta 6.653 2.690 40%  11 Sulawesi Maluku 19.325 403 21% 

 

2.5 Overview Permasalahan Fraud Asuransi Ketenagakerjaan dalam Penelitian 

Sebelumnya 

Asuransi Ketenagakerjaan dirancang sebagai jaring pengaman sosial untuk melindungi 

pekerja dari risiko kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, usia lanjut dan hingga 

kematian. Namun demikian, risiko fraud tidak dapat terhindarkan yang dapat berakibat 

pada keberlanjutan keuangan dan keadilan akses bagi peserta. Penelitian-penelitian 

terkait asuransi ketenagakerjaan sebelumnya dalam lebih banyak membahas struktur, 

aksesibilitas, dan intasuransi tenaga kerja, namun belum secara langsung menyoroti isu 

penipuan dalam sistem. Namun secara umum, efektivitas dari jaminan ketenagakerjaan 

sangat bergantung pada desain, cakupan, dan aksesibilitasnya bagi semua pekerja, 

termasuk migran dan pekerja kontrak (Pellet & De Talancé, 2023; Gao et al., 2012; Lee 

et al., 2019). 

Asuransi tenaga kerja di beberapa penelitian dinilai penting untuk berintegrasi dengan 

program kesejahteraan lainnya, seperti tunjangan pengangguran dan bantuan berbasis 

kebutuhan. Adanya intergrasi ini mempengaruhi partisipasi program dan total dukungan 

pendapatan, namun belum ada kajian spesifik tentang bagaimanva penipuan dalam 

asuransi tenaga kerja memengaruhi dinamika ini (Leung & O’Leary, 2020). Penipuan 

dalam asuransi tenaga kerja (labor insurance) menjadi tantangan besar, terutama 

dengan meningkatnya klaim palsu dan metode penipuan yang semakin canggih. 

Berbagai teknologi dan pendekatan telah dikembangkan untuk mendeteksi dan 

mencegah penipuan ini. Penelitian-penelitian tersebut merekomendasikan perlunya 
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pendekatan berbasis AI, machine learning, forensic audit, dan teknologi blockchain 

sangat direkomendasikan untuk mendeteksi dan mencegah penipuan dalam asuransi 

tenaga kerja. Investasi pada teknologi, pelatihan SDM, dan integrasi sistem menjadi 

kunci keberhasilan implementasi solusi ini (Lihat Tabel 2.6). 

Tabel 2. 6   Matriks Temuan dan Rekomendasi Pencegahan Fraud Asuransi TK 

Selain itu, terkait fraud dalam asuransi ketenagakerjaan  adapun penelitian lainnya  (Jung & 

Kim, 2021; Greer & Bullock, 2018) merekomendasikan beberapa hal (lihat  Tabel 2.7) 

Tabel 2. 7 Rekomendasi Pencegahan Fraud Asuransi TK 

  

 

 Temuan Utama Rekomendasi Praktis 

Penipuan internal oleh 

karyawan juga signifikan 

Audit internal, pemantauan perilaku, dan pelatihan etika 

bagi karyawan  (Videnović & Hanić, 2021) 

Metode data tradisional 

(manual) kurang efektif 

menghadapi penipuan 

baru 

Beralih ke machine learning (supervised & unsupervised), 

deep learning, dan data mining (Gomes et al., 2021; 

Debener et al., 2023; Shankar, 2023; Chandramohan, 

2024) 

AI dan Big Data efektif, 

tapi adopsi terhambat 

biaya, integrasi, dan SDM 

Investasi pada infrastruktur, pelatihan SDM, dan integrasi 

sistem  (Rahman et al., 2024; Saravanakumar, 2025; 

Gomes et al., 2021; Debener et al., 2023; Shankar, 2023; 

Chandramohan, 2024). 

Forensic audit dan data 

analytics memperkuat 

deteksi dan pencegahan 

Kombinasikan forensic audit, data mining, dan network 

analysis untuk sistem deteksi yang komprehensif (Bani & 

Siregar, 2025; Rahman et al., 2024; Saravanakumar, 

2025). 

Teknologi blockchain 

dapat mencegah 

manipulasi data klaim 

Implementasi blockchain untuk transparansi dan 

pencatatan klaim yang tidak dapat diubah (Bani & Siregar, 

2025; "Blockchain Technology," 2023) 

Verifikasi identitas 

biometrik meningkatkan 

akurasi deteksi penipuan 

Integrasi biometrik (sidik jari, wajah, iris) dengan AI untuk 

verifikasi klaim (Ahmad, 2024) 

 Rekomendasi Utama Penjelasan 

Bentuk inisiatif nasional lintas 

lembaga 

Pemerintah pusat perlu memimpin koordinasi antara 

lembaga publik dan swasta 

Terapkan teknologi big data 

dan AI untuk deteksi penipuan

  

Gunakan cross-matching data ketenagakerjaan dan 

algoritma deteksi pola klaim mencurigakan 

Tingkatkan kesadaran publik 

dan pelatihan petugas 

Kampanye edukasi dan pelatihan khusus bagi 

penyidik dan auditor asuransi 

Kembangkan sistem pelaporan 

dan investigasi terintegrasi 

Satukan data dan proses investigasi agar kasus 

penipuan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti 
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BAB III 

POTENSI MASALAH DAN SARAN PERBAIKAN 

3.1 Risiko Fraud/Korupsi Pada Kegiatan Pendaftaran Kepesertaan BPJS TK  

a. Kelemahan Verifikasi dan Validasi Pendaftaran 

1) Pemberi Kerja/Badan Usaha PK/BU) 

PK/BU memegang peranan yang sangat krusial dalam tata laksana program jaminan 

sosial. Selain terlibat dalam proses pengajuan klaim pada beberapa jenis program 

BPJS TK baik secara langsung maupun tidak langsung, peran krusial PK/BU terjadi 

sejak awal yakni pada saat pendaftaran tenaga kerja sebagai peserta program. Sesuai 

dengan Peraturan Direksi  Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Kepesertaan, 

PK/BU memiliki kewenangan untuk mendaftarkan tenaga kerja melalui penyampaian 

formulir pendaftaran ataupun mengakses sistem yang disediakan. Selain itu, PK/BU 

juga diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan data dan/atau informasi 

tenaga kerja yang terdaftar pada perusahaan atau organisasinya seperti perubahan 

upah yang diterima, perbaikan kesalahan penulisan, bahkan dapat mengajukan 

perubahan identitas peserta.  

Aktivitas pendaftaran maupun perubahan data peserta yang dilakukan oleh PK/BU 

tersebut menjadi salah satu sumber atau referensi yang membentuk database 

kepesertaan  yang merupakan basis data utama dalam proses analisis klaim di 

kemudian hari. Oleh karena itu, menjadi sesuatu yang sangat penting untuk 

memastikan bahwa PK/BU menjalankan kewenangan tersebut dengan baik, akuntabel, 

dan berintegritas sehingga menghasilkan database kepesertaan yang valid serta dapat 

diandalkan dalam proses penanganan klaim di kemudian hari. 

Mengingat pentingnya peran PK/BU dalam tata laksana program, sudah sewajarnya 

jika proses pendaftaran PK/BU didukung dengan kebijakan dan mekanisme yang 

memadai. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa  memberikan kewenangan 

terkait kepesertaan dan klaim kepada pihak yang tepat, terpercaya, serta dapat 

menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga menghasilkan 

database kepesertaan yang valid dan kredibel.  

Dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran PK/BU, proses pendaftaran menggunakan 

metode self assesment. Salah satu informasi penting yang harus diisi adalah jumlah 

aset yang dimiliki atau omset usaha, jumlah tenaga kerja yang dimiliki PK/BU. Data 
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19 Peraturan Direksi  Nomor 22 Tahun 2022  tentang Pedoman Kepesertaan, kategori PK/BU 
berdasarkan aset/omset terbagi menjadi besar, menengah, kecil, dan mikro. 

tersebut merupakan sumber referensi utama dalam penentuan skala usaha19 yang 

pada akhirnya berimplikasi pada  pada kewajiban program dan besaran iuran JKK .  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 dan perubahannya tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. 

penentuan iuran program JKK untuk peserta penerima upah (PU) ditentukan 

berdasarkan besaran upah dan risiko lingkungan kerja PK/BU. Dengan mekanisme self 

assesment, penentuan upah dan risiko hanya didasarkan kepada  dokumen yang 

disampaikan PK/BU, misalnya akta pendirian, laporan keuangan dan Informasi lainnya. 

Proses verifikasi data aset atau omset dan kegiatan usaha PK/BU yang dilaksanakan 

hanya berdasarkan analisis dokumen yang disampaikan dapat berjalan maksimal 

apabila kredibilitas dokumen yang disampaikan dapat diandalkan. Sayangnya, 

kredibiltas dokumen tersebut tidak sepenuhnya dapat diperoleh BPJS TK, terutama dari 

PK/BU berkategori mikro ataupun kecil yang sering mengabaikan penyusunan laporan 

keuangan yang andal (bahkan tidak menyusun laporan keuangan) dan dokumentasi 

kegiatan usaha. Oleh karena itu, dokumen yang disampaikan tidak bisa serta merta 

dipercaya dan dijadikan sebagai referensi utama dalam proses verifikasi PK/BU dalam 

tahap pendaftaran. 

Sebagai bentuk antisipasi atas keterbatasan data dalam proses verifikasi PK/BU dalam 

proses pendaftaran, proses bisnis sebenarnya mengatur adanya proses untuk 

melakukan verifikasi lanjutan, termasuk melakukan pengecekan lapangan. Namun 

demikian, proses tersebut tidak dapat berjalan secara maksimal karena keterbatasan 

sumber daya yang dimiliki BPJS TK. Selain itu, ketiadaan standar dan kriteria yang 

tegas terkait PK/BU yang wajib dilakukan verifikasi lanjutan mengakibatkan tahapan 

tersebut sering kali diabaikan.  

Pengabaian proses verifikasi lanjutan tersebut merupakan sesuatu yang sangat fatal 

mengingat kebenaran data aset atau omset, tenaga kerja dan kegiatan usaha PK/BU 

merupakan salah satu informasi kunci yang menandakan eksistensi dari PK/BU 

sekaligus mengkonfirmasi bahwa PK/BU tersebut memiliki aktivitas ekonomi 

berdasarkan klasifikasi risiko sehingga termasuk PK/BU yang wajib didaftarkan dalam 

konteks program jaminan sosial ketenagakerjaan. 
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Kondisi tersebut terjadi karena kebijakan pendaftaran didesain untuk sangat 

mempermudah proses pendaftaran PK/BU mengingat BPJS TK ditekan untuk 

mengejar taget cakupan kepesertaan 

2) Tenaga kerja 

a) Mekanisme Validasi database kepersetaan tidak optimal  

Dalam rangka menjaga kredibilitas data yang dimiliki,  BPJS TK menerbitkan 

Peraturan Direksi  Nomor 14 tahun 2022 tentang Pedoman Tata Kelola Data. Salah 

satu poin krusial dalam beleid tersebut adalah adanya kewajiban untuk melakukan 

validasi serta pemadanan data peserta untuk memastikan bahwa data peserta 

memiliki kualitas yang baik yakni lengkap, akurat, unik, valid, tepat waktu, dan 

konsisten.  

Dalam peraturan tersebut, proses kegiatan validasi dan pemadanan data peserta 

dilakukan melalui pemadanan dengan data kependudukan. Hal tersebut dilakukan 

untuk menentukan ambang batas kemiripan dengan database administrasi 

kependudukan. Kemudian jika dilihat dari penjelasan tentang definisi validitas data, 

peraturan Direksi tersebut menjelaskan bahwa data BPJS TK dinyatakan valid bila 

sesuai dengan sintaks data (format, tipe, range) yang ditetapkan. Berdasarkan hal 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa proses validasi data yang dilakukan oleh 

BPJS TK berfokus pada validitas data peserta, berdasarkan data referensi utama 

berupa data kependudukan, serta berorientasi pada kesesuaian sintaks data.  

Terkait dengan pengujian validitas data PK/BU dalam rangka menjamin eksistensi, 

validitas, serta kebenaran datanya tidak menjadi fokus serta tidak menjadi kewajiban 

dalam proses pengelolaan database BPJS TK. Hal ini dikarenakan kebijakan 

pendaftaran didesain untuk sangat mempermudah proses pendaftaran PK/BU 

dikarenakan untuk mengejar taget cakupan kepesertaan. 

b) Pengabaian Prinsip Know Your Customer (KYC) di regulasi internal BPJS TK 

Pasal 22  Peraturan Direksi  Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Kepesertaan 

telah menetapkan kewajiban administratif, mulai dari identitas kependudukan, 

perjanjian kerja, hingga integrasi dengan data Dukcapil.  Namun, hasil telaah 

menunjukkan adanya celah regulasi karena belum diaturnya mekanisme verifikasi 

eksistensi peserta, validasi kondisi awal, serta verifikasi pendapatan khususnya bagi 
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peserta BPU. Kondisi ini berpotensi memengaruhi akurasi data kepesertaan dan 

keberlanjutan program. 

Dalam praktiknya, pendaftaran tenaga kerja dilakukan melalui formulir offline 

maupun online dengan metode self-declaration yang difokuskan terhadap aktivitas 

ekonomi. Pendaftaran tenaga kerja dilakukan dengan mengisi formulir kepesertaan 

baik secara offline dan online dan melampirkan dokumen identitas seperti Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga.  

Petugas BPJS TK memverifikasi eligilitas tenaga kerja  hanya didasarkan kepada 

informasi yang disampaikan calon peserta sedangkan kegiatan validasi terbatas 

pada pemadanan data  Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Di sisi lain, data 

dukcapil tidak updated/real time karena terdapat sebagian masyarakat yang 

meninggal tidak dilaporkan oleh keluarganya terutama di daerah pedesaan/kota 

kecil.  Verifikasi terhadap data lain yang relevan, seperti BPJS Kesehatan dan data 

lintas segmen kepesertaan, belum dilakukan.  

Kondisi yang lebih memprihatinkan terjadi pada mekanisme pendaftaran online 

dikarenakan mekanisme pendaftaran ini tidak disertai proses verifikasi untuk 

memastikan bahwa calon peserta masih hidup dan dalam kondisi kesehatanya 

mampu mendukung pelaksanaan aktivitas ekonomi. 

Berdasarkan hasil analisa data atas sampel kantor cabang BPJS TK, ditemukan 

sejumlah peserta JKM yang didaftarkan pada kondisi sudah meninggal atau tidak 

dapat bekerja dan sejumlah peserta JKK yang didaftarkan terindikasi telah 

mengalami kecelakaan kerja. Selain itu, juga ditemukan tiga peserta yang sudah 

mengklaim JKM sebelumnya sebagai peserta PU melakukan klaim kembali masing-

masing sebagai peserta BPU pada cabang Tangerang, Nusa Tenggara Barat, Fak 

Fak Salasa Namudat dengan manfaat perklaim sebesar Rp.42 juta. 

Kondisi tersebut menunjukkan regulasi pendaftaran mengabaikan prinsip KYC 

sehingga menimbulkan risiko peserta fiktif atau peserta yang tidak dapat/layak kerja 

untuk menyusup ke dalam sistem dengan memenuhi persyaratan formal. Padahal, 

Prinsip KYC telah lama di implementasikan dalam industri keuangan untuk menjaga 

integritas dan keamanan transaksi. Prinsip ini dikembangkan oleh Basel Committee 

on Banking Supervision (2001), prinsip KYC pada dasarnya muncul dari kebutuhan 

sektor perbankan untuk mencegah pencucian uang, namun relevan diadaptasi pada 

konteks keuangan dalam hal ini asuransi dan penyelenggaraan jaminan sosial 

tenaga kerja. Jika mengacu kepada metode Corruption Risk Assesment (CRA), 
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regulasi tersebut memiliki kelemahan dari Aspek Pengendalian Korupsi pada kriteria 

Kehandalan Mekanime Anti Korupsi. 

Kelemahan dalam kegiatan verifikasi dan validasi PK/BU dan Tenaga Kerja tersebut 

dikarenakan kebijakan pendaftaran didesain untuk  mempermudah proses pendaftaran 

demi mengejar target cakupan kepesertaan. Kondisi tersebut meningkatkan risiko fraud 

BPJS TK melalui:  

1) Peningkatan risiko pembentukkan PK/BU fiktif sebagai modus fraud pengajuan 

klaim.  

Risiko terjadinya PK/BU fiktif ini terkonfirmasi dari hasil audit investigasi yang 

dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) terkait dugaan kecurangan 

(fraud) klaim jaminan fiktif pada salah satu Kantor Wilayah di Pulau Jawa 

(penjelasan dapat dilihat di risiko fraud klaim). 

2) Peningkatan risiko klaim Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja 

(JKK)  

Peserta yang terdaftar tidak eligible, misalnya: tenaga kerja yang meninggal atau 

sakit kronis tanpa mampu melakukan usaha atau mengalami kecelakaan dapat 

mendaftar program JKM dan JKK untuk tujuan langsung mendapatkan manfaat atas 

program tersebut. 

3) Peningkatan risiko penerimaan tidak optimal karena terjadinya PDS dan penentuan 

iuran JKK tidak berdasarkan risiko kegiatan usaha yang sebenarnya. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 dan perubahannya tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 

menentukan bahwa penentuan iuran program JKK untuk peserta penerima upah 

(PU) ditentukan berdasarkan besaran upah dan risiko lingkungan kerja PK/BU 

sedangkan untuk peserta bukan penerima upah (BPU) ditentukan berdasarkan 

omset. Tanpa KYC yang mendalam, penerimaan iuran program JKK berisiko di 

bawah kondisi sebenarnya. 

4) Penurunan kualitas kebijakan 

Mengingat validitas datanya diragukan, kebijakan yang diambil oleh BPJS TK yang 

menggunakan data PK/BU sebagai salah satu bahan pertimbangan berpotensi tidak 

berkualitas, tidak tepat, bahkan tidak efisien dari sisi penggunaan sumber dana. 

  

b. Ketidakjelasan klasifikasi Penerima Upah (PU) dan Bukan Penerima Upah (BPU) dan 

definisi hubungan kerja berpotensi menimbulkan moral hazard kepesertaan 

Pasal 33 ayat (1) b Permenaker No 5 tahun 2021 tentang  Tata Cara Penyelenggaraan 

Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua membatasi 
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usia pendaftaran tenaga kerja peserta BPU maksimal 65 tahun sedangkan usia pendaftaran 

peserta PU tidak dibatasi.  

Di sisi lain, terdapat permasalahan dalam  definisi pemberi kerja yang diatur dalam Pasal 1 

angka 11 jo angka 12 Permenaker tersebut terkait frasa imbalan lainnya. Frasa imbalan 

lainnya tidak dijelaskan makna/kriterianya sehingga  dalam pelaksanaannya hampir semua 

organisasi kemasyarakat dapat dikategorikan sebagai pemberi kerja karena pemaknaa 

imbalan dapat dikondisikan. Misalnya ditemukan peserta PU merupakan anggota kelompok 

tani dan kelompok adat serati Bali 

Hasil pengujian lapangan menguatkan temuan risiko pada segmen kepesertaan di BPJS 

TK cabang Gianyar, yakni terdapat fenomena sebagian penduduk yang menua, sakit kronis 

dan tidak bekerja cenderung di daftarkan kepada serikat-serikat (misalnya Serati) dan 

didesain untuk memenuhi kriteria peserta PU mengingat tidak memiliki batas maksimal usia 

pendaftaran demi rencana mendapatkan manfaat JKM jika terdapat kondisi yang tidak 

diinginkan. Praktik ini mengindikasikan upaya pemanfaatan celah sistem pendaftaran pada 

segmen PU yang tidak dibatasi dengan kelayakan usia guna memasukkan peserta berisiko 

tinggi atau yang seharusnya terbatasi oleh kriteria usia. 

Kondisi tersebut menimbulkan risiko moral hazard bagi sebagian masyarakat untuk 

mendaftar di usia senja dengan memanfaatkan entitas-entitas tertentu dikarenakan 

berdasarkan Cost Benefit Analyst (CBA) pendaftaran di usia senja menguntungkan karena 

nilai manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan nilai iuran yang dibayar. 

Rekomendasi: 

KPK merekomendasikan kepada: 

1. Menteri Tenaga Kerja surat ke BPJS TK untuk memperjelas:  

a. Definisi pemberi kerja dalam konteks kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan; 

b. Klasifikasi kepesertaan Peserta Penerima Upah (PU) dan Bukan Penerima Upah 

(BPU). 

2. Direktur Utama BPJS TK untuk: 

a. Merevisi regulasi internal untuk mengakomodasi penguatan penerapan KYC 

berdasarkan risiko dalam proses pendaftaran PK/BU dan tenaga kerja. 

Regulasi BPJS TK diharapkan mewajibkan penerapan prinsip KYC yang ketat melalui 

adopsi teknologi terkini, diantaranya meliputi: deklarasi tentang kesehatan peserta, 

penggunaan biometrik, liveness detection, dan geo-tagging untuk memverifikasi 

eksistensi fisik PK/BU dan tenaga kerja di lapangan guna mencegah pendaftaran data 

palsu sejak awal. 
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3.2 Desain Kepesertaan Jasa Konstruksi (Jakon) yang berisiko membuat BPJS 

TK menanggung perlindungan dalam jangka waktu yang lebih panjang 

dengan iuran yang sama atau lebih kecil 

b. Menciptakan database BPJS TK yang handal sehingga dapat digunakan dalam proses 

KYC dalam kegiatan pendaftaran dan klaim jaminan sosial. 

BPJS TK diharapkan dapat menciptakan database yang handal melalui peningkatan 

kualitas data dengan menggunakan sejumlah data pembanding dari sumber yang 

relevan diantaranya: BPJS Kesehatan, entitas ketenagakerjaan pusat/daerah, dan 

Kementerian/lembaga yang relevan. 

Peraturan Direksi BPJS TK Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Kepesertaan, perhitungan 

iuran program JKM dan JKK untuk jakon dapat dilakukan berdasarkan dua cara yaitu nilai upah 

jika komponen upah pekerja diketahui atau nilai kontrak jakon (nilai proyek). Mengingat 

fluktuasi (turn over) tenaga kerja serta upah yang diterima oleh masing-masing tenaga kerja, 

sebagian besar proyek Jakon memilih menggunakan nilai proyek sebagai basis data 

perhitungan iuran BPJS TK sehingga kepesertaan Jakon merupakan konsep open polis 

sehingga perlindungan BPJS TK dilakukan berdasarkan nilai proyek konstruksinya, bukan 

terhadap jumlah tenaga kerjanya. Peraturan Direksi tersebut merupakan implementasi 

terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015  tentang   Penyelenggaraan Program 

Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian jo Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 

tentang  tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan 

Kematian, dan Jaminan Hari Tua. 

Selain praktis, penggunaan iuran BPJS TK berbasis nilai proyek memberikan kepastian bagi 

pelaksana proyek dalam mendapatkan jaminan ketenagakerjaan dari awal proyek dimulai 

sampai dengan akhir kontrak.   BPJS TK perlu lebih berhati-hati dalam menetapkan nilai iuran, 

terutama dalam hal sebagai berikut: 

1. Perbedaan durasi waktu pekerjaan tidak berpengaruh terhadap besaran iuran kepesertaan 

Kondisi tersebut mengakibatkan BPJS TK menetapkan iuran kepersertaan sama untuk 

setiap proyek yang memiliki nilai proyek yang sama meskipun terdapat perbedaan durasi 

waktu pekerjaan yang signifikan yang tentu berimbas terdapat perbedaan risiko 

pembayaran klaim. 

2. Penurunan nilai kontrak diiringi dengan penambahan jangka waktu proyek 

Dalam pelaksanaan proyek konstruksi, selain perubahan nilai kontrak, adendum juga dapat 

meliputi penambahan jangka waktu pekerjaan. Apabila sebuah kontrak mengalami 

penurunan nilai kontrak sekaligus penambahan jangka waktu kontrak, BPJS TK memiliki 
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kewajiban pengembalian iuran sebesar selisih antara iuran yang sudah dibayarkan dengan 

perhitungan iuran berdasarkan nilai kontrak baru tanpa memperhitungkan peningkatan 

risiko akibat penambahan jangka waktu. Dengan kata lain, BPJS TK menanggung lebih 

banyak risiko dengan jumlah iuran yang lebih kecil.  

2. Adanya pemutusan kontrak (terminasi) jakon 

Dalam pelaksanaannya, tidak menutup kemungkinan ada kontrak yang harus diakhiri 

sebelum jangka waktu yang disepakati di awal. Hal tersebut dapat menjadi permasalahan 

bagi BPJS TK apabila terminasi dilakukan pada saat kewajiban iuran belum sepenuhnya 

dilunasi oleh pelaksana proyek. Permasalahan tersebut muncul terutama berkaitan dengan 

penentuan basis data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kewajiban iuran. Dalam 

hal terjadi terminasi, pada dasarnya kontrak yang terjadi antara pemilik proyek dengan 

pelaksana proyek adalah kontrak awal. Tetapi secara kenyataannya, kontrak tersebut 

sudah tidak berlaku sehingga penggunaan kontrak awal sebagai basis data perhitungan 

kewajiban iuran menjadi tidak relevan serta kemungkinan akan mendapatkan penolakan 

oleh pelaksana proyek. Permasalahan tersebut menjadi semakin nyata mengingat aturan 

terkait pengembalian iuran karena adanya terminasi kontrak belum diatur dalam Peraturan 

Direksi BPJS TK Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Kepesertaan 

Selain permasalahan di atas, proses penentuan pengembalian iuran kepesertaan Jakon tidak 

dilakukan dengan menggunakan data pembanding yang memadai. Dalam penentuan 

pengembalian iuran, BPJS TK hanya menyandarkan pada dokumen adendum kontrak yang 

disampaikan oleh pelaksana proyek, seperti Surat Perintah Kerja (SPK), tanpa kewajiban 

melakukan validasi terhadap kebenaran dokumen tersebut. Ketiadaan proses validasi tersebut 

meningkatkan risiko terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan, bahkan fraud dalam 

penentuan pengembalian iuran. 

Rekomendasi: 

KPK merekomendasikan kepada : 

1. Menteri Ketenagakerjaan untuk mengajukan usulan perubahan  Peraturan Pemerintah 

Nomor 44 Tahun 2015  dengan memasukan klausul durasi waktu dan terminasi kontrak 

sebagai faktor risiko dalam penentuan iuran kepesertaan JKM dan JKK. 

2. Direktur Utama BPJS TK untuk: 

a. Merevisi regulasi yang mengatur kepesertaan Jakon dengan mengakomodasi 

pengaturan durasi waktu dan terminasi kontrak dalam penentuan iuran kepesertaan 

Jakon dengan memperhatikan regulasi pemerintah yang mengaturnya. 

b. Menyempurnakan tata Kelola pengembalian iuran segmen Jakon dengan 

memperhatikan aspek validitas dan kebenaran data kontrak sebagai dasar penentuan 

pengembalian iuran. 
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3.3 Risiko Fraud/Korupsi Atas Pembayaran Klaim program Jaminan 

Kecelakaan (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) 

Terdapat risiko fraud dalam pengelolaan program JKK dan JKM di BPJS TK yang dilakukan 

oknum BPJS TK atau pihak eksternal maupun melalui kolusi antara keduanya. Fraud yang 

dilakukan dalam kegiatan klaim, yakni: 

a. Memanipulasi informasi dalam pengajuan klaim 

Berdasarkan beberapa kasus fraud yang terjadi dalam program JKM dan JKK di , dipetakan 

beberapa modusnya melalui gambar di bawah ini: 

1) Fraud Oleh Pihak Eksternal 

Gambar 3. 1 Fraud oleh pihak external  

 

Dari gambar 3.1, terlihat bahwa pada sejumlah kasus fraud yang dilakukan pihak 

eksternal  sering kali modus utamanya dimulai ketika oknum mendaftarkan kepesertaan 

PK/BU dengan cara mendirikan banyak perusahaan cangkang fiktif dan memalsukan 

dokumen legalitas usaha. Perusahaan-perusahaan cangkang ini tidak memiliki aktifitas 

usaha. Oknum tersebut kemudian mendaftarkan sejumlah perusahaan fiktif sebagai 

entitas PK/BU di berbagai kantor cabang dengan menggunakan nama oknum tersebut 

sebagai PIC. Konsekuensinya, BPJS TK menderita kerugian akibat pengajuan klaim 

fiktif yang dapat mencapai milyaran rupiah hanya untuk satu kantor cabang.   

Pada fraud dalam salah satu kantor cabang BPJS TK, Fraudster yang merupakan pihak 

eksternal memanfaatkan  memanfaatkan kelemahan penerapan KYC oleh BPJS TK 

dalam proses pendaftaran dengan menggunakan dokumen palsu sehingga PK/BU 
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seharusnya tidak eligible  untuk didaftarkan sebagai peserta. Namun perlu diperhatikan 

bahwa legalitas usaha asli tetapi tidak melaksanakan aktifitas usaha, perusahaan tetap 

menjadi PK/BU yang tidak eligible.  Fraudster diduga mengetahui bahwa BPJS TK 

hanya memverifikasi dokumen yang mereka sampaikan tanpa melakukan pengecekan 

ke lapangan atau konfirmasi dengan data lainnya. 

Dalam menjalankan aksinya, fraudster merekrut calo untuk bekerjasama dengan 

mereka yang bertugas mencari/menampung data orang yang telah meninggal dunia, 

meninggal dunia karena kecelakaan maupun yang mengalami kecelakaan. Data-data 

orang tersebut didaftarkan sebagai peserta di PK/BU fiktif baik sebagai peserta baru 

maupun dengan mekanisme perubahan data. Tidak hanya itu, calo juga menyasar ahli 

waris yang mengalami kesulitan dalam proses pencairan klaim, dengan dalih membantu 

proses kelancaran pembayaran klaim, yang kemudian akan didaftarkan ulang menjadi 

peserta di PK/BU cangkang melalui perubahan data peserta existing diganti dengan 

data peserta baru secara online melalui SIPP. 

Setelah mendaftarkan peserta yang tidak eligible, fraudster kemudian tidak segan untuk 

membayar iuran hingga beberapa bulan hingga satu tahun masa kepesertaan untuk 

menghindari kecurigaan pada saat melakukan klaim . Kemudian fraudster akan 

memalsukan dokumen kematian, menguasai rekening pencairan hingga menyiapkan 

naskah untuk ahli waris guna lancar menjawab dan menghindari kecurigaan ketika 

proses wawancara pengajuan klaim. 

Selanjutnya oknum calo akan mengarahkan ahli waris untuk melakukan proses 

pengajuan klaim, menyerahkan dokumen palsu, termasuk wawancara mengacu pada 

naskah yang telah mereka ajarkan sebelumnya. rekening ahli waris yang diperuntukkan 

untuk menampung dana pencairan klaim telah dikuasai oleh calo/fraudster. Ahli waris 

hanya mendapatkan sebesar Rp8-10juta dari manfaat JKM sebesar Rp.42 juta dan 

hanya mendapatkan Rp12,5-40 juta untuk pencairan JKK dari manfaat sebesar 48 kali 

upah (Rp48 juta) dan biaya pemakaman Rp10 juta. 

Selain itu dugaan terjadinya fraud juga didukung oleh data statistik (cfm. Surat  Kepada 

Presiden RI No.B/4233/032024 tanggal 26 Maret 2024). Sebanyak 40% klaim program 

JKM untuk peserta BPU terjadi pada masa kepesertaan kurang dari 6 bulan (lihat Grafik  

3.2). Diduga sebagian diantaranya  sudah mengalami kecelakaan atau dalam kondisi 

kesehatan yang buruk atau berisiko tinggi atau sudah meninggal ketika didaftarkan. 
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Grafik 3. 1  Statistik Rata – Rata Kasus Kematian Periode 2020-2023 

 
Sumber:  Surat BPJS Ketenagakerjaan No.B/4233/032024 tanggal 26 Maret 2024 

Selain itu, risiko manipulasi pendaftaran BPU semakin besar mengingat nilai iuran JKM 

dan JKK yang rendah, yakni mulai Rp.16.800 dan tanpa adanya verifikasi 

omset/pendapatan sedangkan manfaat program JKM dan JKK jauh melebihi iurannya. 

Kondisi tersebut menimbulkan moral hazard bagi peserta BPU dikarenakan peserta 

BPU cenderung memilih iuran terendah meskipun pendapatannya melebihi kriteria 

pendapatan terendah.  

Risiko tersebut diperbesar melalui lemahnya penerapan KYC terutama dalam 

pendaftaran online untuk memastikan eksistensi, kesehatan dan aktifitas ekonomi 

peserta (penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada bagian fraud kepesertaan tenaga 

kerja). Kondisi tersebut sesuai dengan data statistik rasio klaim yang menginformasikan 

bahwa rasio klaim BPU jauh melebihi penerimaan iurannya sehingga sangat 

berkontribusi pada penurunan aset bersih program JKM (lihat kinerja BPJS TK di Bab 

2). 

Selain itu, tidak adanya monitoring PK/BU dan peserta TK-nya setelah terdaftar 

memperbesar celah kelemahan pengelolaan peserta oleh BPJS Ketenagakerjaan yang 

kemudian dimanfaatkan oleh frausdster eksternal mengingat perusahaan fiktif yang 

dibuat tidak akan terdeteksi selama pembayaran iuran rutin dilakukan. 

2) Fraud oleh Pihak Internal 

Fraud oleh pegawai internal, khususnya melalui pencurian atau manipulasi 

pembayaran, menjadi ancaman serius terhadap keuangan dan reputasi perusahaan.  

Penipuan internal sering kali melibatkan karyawan yang menyalahgunakan iuran, 
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memalsukan catatan pembayaran, atau bekerja sama dengan pihak luar untuk 

mengalihkan pembayaran premi demi keuntungan pribadi. Tindakan tersebut dapat 

berupa transfer dana tanpa izin, pemalsuan laporan penggantian biaya, atau manipulasi 

dalam proses klaim. 

Berikut ini adalah beberapa modus operandi fraud oleh internal BPJS TK yang 

teridentifikasi oleh SPI BPJS TK  Periode 2018-2024: 

a) Melakukan manipulasi/pemalsuan berkas dan penipuan dalam proses pendaftaran 

kepesertaan perusahaan dan TK hingga pemalsuan klaim; 

b) Menerima iuran dari peserta secara tunai dan/atau melalui rekening pribadi, namun 

tidak menyetorkan atau hanya menyetorkan sebagian kepada BPJS 

Ketenagakerjaan; 

c) Meminta fee atas pembayaran iuran BPU Wadah Perisai melalui rekening pribadi; 

d) Transfer dana klaim manfaat program JHT, JP, JKK dan JKM ke rekening pribadi 

dan rekening kerabatnya 

e) Melakukan lapping transaksi klaim 

f) Meloloskan klaim JKM yang tidak eligible 

g) Mengetahui dan membiarkan tindakan kecurangan (fraud) dalam proses 

perekaman akuisisi kepesertaan melalui kanal Perisai 

Sistem pengendalian internal yang lemah, pengawasan yang tidak memadai, serta 

sistem deteksi penipuan yang kurang efektif meningkatkan risiko terjadinya penipuan 

pembayaran internal. Kurangnya audit dan pemantauan yang efisien memungkinkan 

aktivitas penipuan berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu yang lama, serta 

minimnya efek jera bagi pelaku fraud terutama bagi internal. Masih terjadinya fraud oleh 

internal menunjukkan bahwa tidak berfungsinya mekanisme pengaduan secara optimal. 

3) Fraud yang Melibatkan Pihak Internal dan Eksternal 

Dalam melakukan fraud, karyawan dapat bertindak sendiri maupun secara bersama-

sama, bahkan hingga bersekongkol dengan peserta serta pihak eksternal dalam hal ini 

adalah oknum calo untuk mengatur peserta dan klaim palsu. Modus fraud yang 

melibatkan pihak eksternal dan internal digambarkan pada Gambar 3.2. 
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Perilaku fraud tersebut didasari atas tindakan persekongkolan jahat antara oknum 

internal dengan eksternal untuk keuntungan pribadi. Mulanya pihak internal 

membocorkan data kepesertaan kepada fraudster eksternal yang merupakan mantan 

PIC PK/BU existing. Data peserta tersebut kemudian digunakan fraudster eksternal  

untuk memalsukan berkas ketika nantinya  mengajukan klaim JKK. Manipulasi 

data/dokumen diantaranya: surat kronologi kejadian kecelakaan kerja, formulir laporan 

kasus kecelakaan kerja tahap I dan II, laporan absennsi tenaga kerja, surat permohonan 

transfer ke rekening tenaga kerja, surat keterangan kepolisian, kwitansi rumah sakit, 

rincian biaya rumah sakit, dan pemeriksaan laboratorium rumah sakit. Dokumen  

tersebut digunakan untuk mengajukan klaim JKK melalui mekanisme reimbursment.  

Fraudster internal BPJS Ketenagakerjaan yaitu case manager, yang memiliki tugas 

melakukan assessment/penilaian kasus, melakukan analisa, termasuk mendeteksi atas 

potensi terjadinya fraud melakukan penyalahgunaan wewenang seolah-olah telah 

melakukan verifikasi sehingga pengajuan klaim palsu tersebut menjadi diloloskan. 

Kondisi ini dicerminkan dalam Klaim JKK fiktif pada beberapa cabang di Kanwil DKI 

Jakarta Periode 2014-2024 yang yang saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi 

DKI Jakarta dengan dugaan kerugian negara senilai Rp.21 miliar. Kondisi tersebut 

mengindikasikan minimnya pengawasan berjenjang dan kanal pengaduan yang belum 

efektif sebagai upaya pencegahan tindakan fraud. 

4) Potensi Fraud Program JKK dan JKM kerjasama dengan Mitra 

Dalam memperluas coverage kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan  menjalin kerjasama 

dengan mitra, diantaranya adalah wadah maupun lembaga jasa keuangan penyalur 

pinjaman (lembaga pinjaman, BPR, Koperasi, dsb). Dalam kesepakatan dengan 

Gambar 3. 2 Fraud oleh Internal dan External  
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20 Salinan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 36/Perdir.03/122022 Tanggal 22 Desember 2022 
Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian  

lembaga jasa keuangan (LJK) akan mendaftarkan debiturnya dalam hal ini yang bekerja 

sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

Meskipun jumlah kepesertaan menjadi bertambah, namun masih terdapat beberapa 

potensi risiko atas kerjasama dengan LJK ini, diantaranya adalah: 

a) Risiko peserta tidak eligible peserta karena kebenaran atas data peserta yang 

disampaikan seluruhnya diserahkan kepada lembaga pembiayaan tanpa adanya 

proses verifikasi mendalam.  Verifikasi eksistensi PK/BU dan TK, serta kebenaran 

peristiwa yang menjadi dasar pengajuan klaim sepenuhnya berdasarkan informasi/ 

dokumen dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Termasuk adanya potensi 

didaftarkannya debitur fiktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai 

peserta. Risiko ini sangat besar terjadi mengingat dalam mendapatkan kreditnya 

debitur fiktif ini seluruh dokumennya adalah palsu, serta melibatkan oknum lembaga 

pembiayaan. Atas didaftarkannya debitur fiktif sebagai peserta, maka oknum 

fraudter akan mendapatkan dua kali keuntungan dari pencairan kredit termasuk 

pembayaran klaim atas JKK maupun JKM. 

b) Potensi terjadinya fraud oknum Lembaga Jasa Keuangan (LJK), oknum internal 

maupun pihak lain atas klaim yang dicairkan ke rekening LJK bukan kepada 

rekening milik ahli waris yang berhak. Pencairan manfaat klaim yang tidak langsung 

kepada ahli waris ini menyalahi ketentuan20. 

 

 

  

 

 

Hal tersebut juga sejalan dengan format MOU kerjasama BPJS Ketenagakerjaan 

dengan Lembaga pembiayaan memuat pasal berikut: 
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Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2025 

Berdasarkan peraturan serta format kesepakatan diatas jelas bahwa hak peserta tidak 

dapat dipindahtangankan dan hanya dapat dicairkan ke rekening atas nama ahli waris. 

Namun berdasarkan data yang diperoleh, terdapat sekurang – kurangnya 172 

pencairan klaim JKK dan JKM senilai  Rp7,25 miliar bukan ke rekening ahli waris 

peserta/peserta melainkan ke rekening BPR DMB bukan kepada rekening ahli waris. 

Pelanggaran ketentuan ini tersebut melibatkan pihak internal. 

Salah satu penyebab utama terjadinya fraud klaim adalah kurang berfungsinya layer 

kedua dalam three lines of defence. Unit Wasrik yang menempel pada bidang 

pelayanan kantor cabang. Hal ini dikarenakan, Wasrik hanya difokuskan untuk 

mendorong kepatuhan PK/BU dalam kepesertaan program jaminan sosial 

ketenagakerjaan terhadap Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) dan Perusahaan 

menunggak iuran. Padahal Wasrik adalah layer kedua yang dapat digunakan sebagai 

deteksi fraud  klaim program jaminan sosial. 

b) Maraknya Praktik Percaloan dan Pungutan Liar 

Berdasarkan pengamatan di Kantor Cabang Sampel ditemukan indikasi praktik percaloan 

yang dilakukan pihak eksternal secara terbukan, terutama di Kantor Cabang Karawang. 

Kemudian, jika melihat dari data penanganan fraud internal ditemukan bahwa praktik 

percaloan terkait pembayaran iuran dan klaim marak terjadi. Kondisi tersebut terkonfirmasi 

dari hasil Survei Penilaian Integritas KPK Tahun 2024 untuk BPJS TK yang 

menginformasikan bahwa layanan jaminan sosial masih terdapat pungutan liar/gratifikasi 

yang dilakukan petugas layanan baik diminta maupun tidak diminta. 

Pada kantor cabang sampel yang ditemui belum ditemukan publikasi/sosialisasi mengenai 

saluran pengaduan, larangan gratifikasi/pungli bagi masyarakat dan/atau pegawai internal 

BPJS TK. 
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3.4 Tidak Efektifnya Pengawasan dan Penegakan Sanksi atas tindakan 

Fraud/Korupsi 

Rekomendasi: 

KPK merekomendasikan kepada Dirut BPJS TK agar merevisi regulasi internal untuk 

mengakomodasi penguatan penerapan KYC berdasarkan risiko dalam proses klaim jaminan 

sosial, yang salah satunya dengan memperhatikan verifikasi peristiwa terutama untuk lama 

kepesertaan dibawah 6 bulan. 

Dalam pelaksanaan pengawasan, KPK mengindentifikasi sejumlah permasalahan, 

diantaranya: 

a. Inkonsistensi pengaturan dan penerapan sanksi terhadap PDS sehingga belum 

efektif mendorong kepatuhan dalam pendaftaran jumlah tenaga kerja berikut upah 

tenaga kerja 

Regulasi telah mengatur hal-hal yang harus dilakukan oleh pemberi kerja terkait jaminan 

sosial ketenagakerjaan. Pertama, pemberi kerja wajib untuk menyetorkan iuran kepada 

BPJS TK baik yang dipungut dari pekerjanya maupun yang menjadi tanggung jawab 

pemberi kerja  sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang  

Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan mewajibkan. Kedua, 

pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib menyetorkan iuran JKM dan JKK paling 

lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 21  Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015  tentang   Penyelenggaraan 

Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian. Ketiga, pemberi kerja selain 

penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta dengan 

data yang lengkap dan benar (larangan PDS) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan 

Pemerintah No. 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada 

Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja 

Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.  

Dari ketiga perbuatan tersebut, pelanggaran atas perbuatan pertama diancam dengan 

sanksi pidana penjara dan denda  sedangkan pelanggaran atas perbuatan kedua dan 

ketiga dikenakan ancaman sanksi administratif.  Dari kedua perbuatan yang diancam 

sanksi administratif, perbuatan PDS paling marak ditemukan berdasarkan data BPJS TK 

dibandingkan keterlambatan pembayaran iuran. Hal ini dikarenakan, ketidakpatuhan PDS 

bersifat tersembunyi sedangkan ketidakpatuhan untuk pembayaran iuran secara tepat 

waktu bersifat terbuka sehingga mudah terdeteksi. 
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Pemberi kerja yang yang menunggak iuran yang seharusnya dibayarkan dikenakan 

ancaman sanksi administratif sebesar 2% untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung 

dari iuran yang seharusnya dibayar oleh pemberi kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 22  

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015  tentang   Penyelenggaraan Program 

Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian. Di sisi lain, pemberi kerja yang 

melakukan PDS diberikan sanksi administratif secara berjenjang sebagaimana diatur 

dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan 

Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap 

Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam 

Penyelenggaraan Jaminan Sosial.  

Pemberian sanksi untuk PDS adalah sanksi administratif yang diawali dengan sanksi 

teguran oleh BPJS TK maksimal dua kali. Jika teguran tersebut dilaksanakan oleh 

perusahaan, maka permasalahan selesai. Namun, jika sanksi teguran tidak dilaksanakan, 

maka BPJS TK mengenakan sanksi denda sebesar 0,1%  setiap bulan dari iuran yang 

seharusnya dibayar. Kemudian jika sanksi tersebut diabaikan perusahaan, BPJS TK dapat 

merekomendasikan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mencabut 

layanan publik tertentu. Kondisi tersebut akan memicu moral hazard bagi pemberi kerja 

untuk mengabaikan kewajiban tersebut karena pemberi kerja telah memperhitungkan 

bahwa jika pemberi kerja diketahui melakukan PDS maka pemberi kerja akan mendapatkan 

sanksi teguran dan pemberi kerja cukup melaksanakan teguran tersebut agar tidak 

meningkat ke level denda dan/atau pencabutn layanan publik tertentu. Kemudian, pada 

prakteknya, rekomendasi pencabutan layanan publik tertentu diabaikan oleh sejumlah 

dengan dalih menjaga iklim investasi daerah. Kondisi ini tentu berbeda jauh efek jeranya 

dengan sanksi terhadap pemberi kerja yang terlambat membayarkan iuran yang langsung 

dijatuhi denda tanpa perlu adanya teguran terlebih dahulu. 

Berdasarkan aspek beban kepatuhan Corruption Risk Assesment (CRA), kondisi tersebut 

meningkatkan risiko ketidakpatuhan pemberi kerja untuk melaporkan jumlah pekerja 

dan/atau nilai upah pekerjanya secara benar ke BPJS TK karena ketidakcukupan peraturan 

disiplin mengingat lemahnya pengaturan sanksi administratif. Analisa ini didukung dengan 

data dari BPJS TK yang menunjukkan cukup banyaknya pemberi kerja yang teridentifikasi 

PDS karena begitu ringannya sanksi administratif PDS. 
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b. Kurang berfungsi unit/bagian Pengawas dan Pemeriksaan (Wasrik) sebagai lapisan 

kedua dalam three lines of defence. 

Hasil kajian menunjukkan terdapat risiko fraud/korupsi dalam kegiatan pendaftaran peserta 

(pemberi kerja/tenaga kerja fiktif, peserta yang tidak memenuhi syarat) dan kegiatan klaim 

(manipulasi peristiwa/kejadian) di sejumlah kantor cabang di BPJS Ketenagakerjaan yang 

berakibat terhadap kerugian negara cq kerugian BPJS Ketenagakerjaan. Hasil Laporan SPI 

BPJS TK menunjukkan maraknya fraud/korupsi  dalam kegiatan klaim JKM dan/atau JKK 

di sejumlah kantor cabang BPJS TK yang kerugian di salah satu cabang dapat mencapai 

puluhan miliar rupiah 

Dalam konsep three lines of defence, second layer memiliki fungsi penting dalam 

mencegah fraud dalam pengelolaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, namun 

sayangnya fungsi second layer tersebut dititikberatkan di kantor pusat melalui unit 

manajemen risiko. Padahal, BPJS TK memiliki unit wasrik mulai dari kantor cabang sampai 

kantor pusat, tetapi fungsi wasrik hanya diarahkan untuk mencegah ketidakpatuhan terkait 

PDS, Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD) dan perusahaan menunggak iuran.   

Pengabaian risiko fraud lainnya di kegiatan pendaftaran dan klaim di kantor cabang 

mengakibatkan kemampuan BPJS TK  cabang tidak optimal untuk memitigasi risiko fraud 

mulai dari kegiatan pendaftaran, pengajuan klaim sampai pencairan klaim sehingga 

berdampak terhadap maraknya fraud dalam pengelolaan program jaminan sosial 

ketenagakerjaan khususnya JKM dan JKK sebagaimana yang telah diterangkan 

sebelumnya. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan BPJS TK,  kondisi tersebut dikarenakan 

Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan 

Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam 

Penyelenggaraan Jaminan Sosial membatasi fungsi Wasrik hanya pada aspek 

pengawasan kepatuhan dalam kegiatan pendaftaran. 

Meskipun fungsi Wasrik terbatas, sebenarnya BPJS TK telah memiliki regulasi berupa 

Surat Edaran Nomor: SE/13/032025 yang membentuk fungsi pengendalian operasional di 

tingkat cabang dan wilayah yang bertugas melakukan pengecekan pendaftaran baru 

hingga sampling konfirmasi klaim. Namun, hasil pengamatan lapangan selama proses 

kajian menunjukkan adanya indikasi gap sosialisasi atau internalisasi regulasi, di mana 

keberadaan dan peran unit operasional ini tidak mengemuka ataupun terinformasikan oleh 

pihak internal saat pendalaman mengenai fungsi Wasrik dilakukan. Kondisi tersebut selaras 

dengan hasil telaah atas tanggapan SE yang mengonfirmasi bahwa unit operasional ini 
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masih memiliki kelemahan kritis karena pola kerjanya cenderung bersifat checklist 

administratif dan sampling harian saja, belum berbasis risiko (risk-based approach) serta 

belum proaktif difungsikan sebagai instrumen deteksi fraud terintegrasi yang dipahami 

secara menyeluruh oleh jajaran di kantor cabang 

b. Penyelesaian Secara Internal Untuk Fraud Yang Melibatkan Internal 

Berdasarkan data SPI BPJS TK diketahui bahwa dari Periode 2021-2024 terdapat 26 kasus 

fraud terkait pengelolaan jaminan sosial oleh pegawai internal dengan kerugian per kasus 

fraud mulai dari Rp6.750.000,- sampai Rp.1.998.955.118,-. Fraud yang dilakukan internal 

bervariasi, diantaranya: pungutan liar, manipulasi klaim dan penyalahgunaan iuran. Fraud 

terbaru yang dilakukan pihak internal bekerjasama dengan pihak eksternal adalah terkait 

temuan adanya 343 klaim fiktif program yang tersebar pada 6 kantor cabang pada satu 

Kanwil DKI Jakarta dengan total nilai klaim sebesar Rp21.734.786.769. Saat ini sedang 

ditangani oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. 

Penyelesaian fraud yang dilakukan pihak internal tersebut selalu menggunakan 

penyelesaian secara internal dengan penerapan hukuman berupa: mutasi atau pemutusan 

hubungan kerja dan/atau tuntutan ganti rugi (TGR). Berdasarkan uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa maraknya fraud yang dilakukan oleh pihak internal dikarenakan 

penerapan sanksi oleh BPJS TK kurang menimbulkan efek jera. 

c. Ketidakjelasan Pengaturan TGR 

Dalam pelaksanaannya, penerapan TGR yang dilakukan oleh BPJS TK memiliki sejumlah 

kelemahan. Pertama, regulasi BPJS TK tidak mengatur maksimal batas akhir pelaksanaan 

TGR oleh fraudster sehingga berisiko TGR tidak terpenuhi karena fraudster mengetahui 

ketiadaan batas waktu tersebut. Kedua, jika fraudster sekian lama belum melaksanakan 

TGR, regulasi tidak mengatur mengenai tindak lanjut atas kondisi tersebut. Oleh karena itu 

berdasarkan hasil konfirmasi kepada BPJS TK, jarang terjadi fraud pegawai diserahkan ke 

APH ketika pegawai tidak melaksanakan TGR. 

Berdasarkan metode CRA, kondisi tersebut tidak sesuai dengan aspek kepatuhan pada 

kriteria kecukupan peraturan disiplin. Hal ini dikarenakan, pelaku fraud internal telah 

berhitung bahwa risiko untuk tidak melaksanakan TGR cukup rendah. 

d. Inkonsistensi Penyelesaian Fraud Eksternal 

Selama ini, kebijakan BPJS TK dalam menangani fraud yang melibatkan eksternal 

dilaksanakan secara tidak konsisten. Terdapat fraud bernilai kecil yang dilaporkan ke APH, 
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namun terdapat fraud bernilai besar yang tidak dilaporkan ke APH yang diduga demi 

menjaga risiko reputasi. Hal ini dibuktikan dengan temuan SPI atas fraud yang dilakukan 

oleh eksternal bernilai besar yang belum disampaikan ke APH (penjelasan dapat dilihat 

pada risiko fraud pada kegiatan klaim terkait fraud eksternal).  

Rekomendasi: 

KPK merekomendasikan kepada: 

1. Menteri Tenaga Kerja untuk merevisi  PP Nomor 86 Tahun 2013 agar mendesain sanksi 

administratif yang lebih menimbulkan efek jera bagi pelaku PDS. 

2. Direktur Utama BPJS TK agar memperkuat fungsi pengawasan melalui peningkata fungsi 

pengawasan BPJS TK dalam deteksi dan penanganan fraud melalui: 

a. Memperkuat Risk Management diantaranya melalui: 

1) Memperluas fungsi wasrik tidak hanya berfokus kepada PDS dan Perusahaan 

menunggak tetapi juga kepada risiko fraud dalam kegiatan pendaftaran dan klaim 

atau memberikan peranan tersebut kepada unit lain dengan mempertimbangkan 

regulasi dan efektifitas kelembagaan. 

2) Memperbaharui peta risiko fraud dalam kegiatan pengelolaan program jaminan 

sosial ketenagakerjaan beserta langkah mitigasi risikonya dengan 

mempertimbangkan jenis kepesertaan, pihak-pihak terkait. 

b. Menetapkan batas waktu pemenuhan TGR dan tindak lanjutnya ketika pelaksanaan 

TGR tidak terpenuhi. 

c. Membuat kriteria fraud yang diprioritaskan untuk penyelesaian internal dan yang 

diserahkan ke APH dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

d. Penguatan pengaduan yang diantaranya melalui: 

1) Penyediaan saluran pengaduan yang terpublikasi luas dan dapat diakses pengguna 

layanan dan pegawai BPJS TK dengan mengakomodasi pelaporan whistle blower. 

2) Mekanisme yang memungkinkan pelapor dapat mengetahui kemajuan/tindak lanjut 

atas laporannya 

e. Menyerahkan LHAI SPI BPJS TK yang bernilai besar ke APH 

f. Mempublikasikan larangan gratifikasi baik online maupun offline di seluruh kantor 

layanan yang terbuka luas bagi pegawai dan masyarakat. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Kajian Pemetaan Risiko Korupsi Pengelolaan Jaminan Sosial BPJS TK telah mengidentifikasi 

risiko korupsi dalam pengelolaan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama pada program 

JKM dan JKK. Pada program JKM, fraud klaim berkontribusi terhadap menurutnya aset bersih 

program JKM. 

 

Praktik fraud di BPJS TK terjadi dalam setiap lini dalam proses bisnis pengelolaan jaminan 

sosial ketenagakerjaan, yakni:  pendaftaran PK/BU, pendaftaran tenaga kerja, klaim dan 

perubahan data. Praktik fraud dilakukan oleh pihan eksternal, pihak internal dan eksternal 

atau pihak internal. Risiko fraud dalam pengelolaan Jaminan Sosial diakibatkan umumnya 

terkait dengan dua stake holder, yakni Pemerintah Pusat dan BPJS TK. 

Dalam kajian ini, KPK menemukan sejumlah temuan dalam setiap kegiatan pengelolaan 

jaminan sosial yang terkait dengan kelemahan regulasi dan pelaksanaan atas regulasi 

tersebut. Atas temuan tersebut, terdapat rekomendasi untuk setiap temuan tersebut yang 

ditujukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS TK. Penyampaian rekomendasi 

atas temuan tersebut akan dilakukan secara terpisah. 

Rekomendasi untuk Dirut BPJS TK secara garis besar dikelompokan dalam empat kelompok. 

Pertama, melakukan penyempurnaan kebijakan/regulasi terkait KYC berdasarkan risiko 

dalam proses pendaftaran PK/BU dan tenaga kerja dan dalam proses klaim jaminan sosial. 

Kedua, melakukan penyempurnaan desain kepesertaan Jakon dengan memasukan 

pengaturan durasi waktu dan terminasi kontrak dalam penentuan iuran kepesertaan Jakon. 

Ketiga, meningkatkan kualitas database BPJS TK sehingga valid digunakan dalam proses 

KYC dalam kegiatan pendaftaran dan klaim jaminan sosial. Keempat, meningkatkan fungsi 

pengawasan BPJS TK dalam deteksi dan penanganan fraud. 

Sementara itu, rekomendasi kepada Kementerian Ketenagarkerjaan secara umum diarahkan 

pada empat aspek utama, yaitu penyempurnaan pengaturan kepesertaan PU dan BPU, 

penguatan kewenangan pemeriksaan dan pengawasan kepesertaan, penyempurnaan 

kebijakan penentuan iuran pada sektor jasa konstruksi, serta penyempurnaan kebijakan 

sanksi terhadap ketidakpatuhan perusahaan khususnya Perusahaan Daftar Sebagian (PDS), 

guna meningkatkan kepastian hukum, efektivitas pengawasan, serta mitigasi risiko fraud 

dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. 
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